
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KAI}UPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 2OI9-2O24

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa Sdr. YAN WIKLIVE PIGAI, yang diresmikan
pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan
Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/425/TAHUN
2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2019-
2024 telah meninggal dunia, sehingga perlu meresmikan
pemberhentian dan pengangkatan penggantinya;

b. bahwa Sdr. ZETH BOMA, telah memenuhi syarat untuk
diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Paniai
menggantikan Sdr. YAN WIKLIVE PIGAI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian
Pemberhentian dal Pengangkatan Penggantian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paniai Periode Tahun 2Ol9-2O24;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi lrian Barat
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tenLang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 2, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48Ol), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaraa
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 21ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202 1 Nomor 238, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan
dart Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahurr 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Surat Pernyataan Kesepakatan Penggantian
Antarwaktu, Tanggal 23 Olctober 2019 atas nama Sdr.
YAN WIKLIVE PIGAI dan Sdr. ZETH BOMA;
Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabalg Partai
Gerakan Perubahan Indonesia Kabupaten Paniai
Nomor: 001/REK-GARUDA/PAN/I/2019, Tanggat 23
Oktober 2019;
Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan
Perubahan-Indonesia Kabupaten Paniai Nomor
:001/PAW-P Garuda/PAN/112O23, Tanggal 5 Januari
2023 Peihal: Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW);
Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan
Peruba-han - Indonesia Kabupaten Paniai Nomor:
0O1/PAW-PGaruda/PAN/I12023, Tanggal 5 Oktober
2023 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda
Perubahan Indonesia Nomor : 26lSKIDPPlP
carudall12O23, Tanggal 21 Januari 2023, tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten
Paniai atas nama Yal Wiklive Pigai;
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6. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paniai Nomor: 210l03/DPRD/PAN/IIl
2023, Tanggal 14 Februan 2023 Perihal Penggantian
Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Paliai;

7. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Penggantian
Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode
Tahun 2Ol9-2O24 Nomor : 2lO/ O3l PIM-DPRD/
PI.II/Ill2023, Tanggal 15 Februari 2023;

8. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paniai Nomor :

210/03/DPRDIPAN/lIl2O23, Tanggal 15 Februari
2023, Hal : Usulan Penetapan Penggantian Antarwaktu
Anggota DPRD Kabupaten Paniai;

9. Surat Bupati Paniai Nomor : 2OO/4.1/BUP/PAN/II/
2023, Tanggal 15 Februari 2023, Hal:. Usul Penerbitan
SK Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten
Paniai.

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan rnr
meresmikan pemberhentian dengan Hormat Sdr. YAN
WIKLIVE PIGAI, dari kedudukalnya sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai
Periode Tahun 2Ol9-2O24 disertai ucapEul terima kasih
atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji
meresmikan Sdr. ZETH BOMA, sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai
menggantikan Sdr. YAN WIKLIVE PIGAI, untuk masa
bhakti keang3otaan Tahun 2Ol9-2O24.

Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dalam Rapat
Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paniai.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Papua Nomor 155.21425/TAHUN 20i9 tenta-ng
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2Ol9-2O24,
dinyatalan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
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KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

qJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/T'ID

RIBKA HALUK

sesuai dengal ya
P1t. PALA B

MENASE NI, SH, M.Si
NIP. 196 2 199610 1001

Salinan K tusan .disam Yth:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi

Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Paniai;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai di Enarotali;
1O. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


